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ABSTRAK 

 

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah inisiatif 

pembangunan global yang merangkul semua negara tanpa 

memandang tingkat perkembangannya. SDGs, yang juga dikenal 

sebagai Tantangan Pembangunan PBB 2030, terdiri dari tiga pilar 

utama, yaitu pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Salah 

satu tujuannya adalah mencapai hunian layak terjangkau dan akses 

transportasi publik, yang merupakan Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan ke 11.  

Penelitian ini bertujuan untuk asesment capaian SDGs 

bidang hunian layak terjangkau dan transportasi publik. Populasi 

penelitian mencakup semua kecamatan di Kabupaten Lampung 

Timur, dengan sampel sebanyak 400 responden yang dipilih secara 

proporsional melalui teknik penarikan sampel acak. Metode 

penelitian yang digunakan adalah Stratified Random Sampling. 

Prosedur penelitian dilakukan dengan observasi data awal, 

wawancara dan angket. Kemudian analisis menggunakan tabulasi 

Microsoft Excel. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 400 responden 

aasesmen pada persentase rumah tangga yang mempunyai akses 

terhadap hunian layak terjangkau ditemukan 71% hunian yang 

sudah mencukupi kelayakan yang sesuai dengan tujuan ke 11 dari 

SDGs . Kemudian Asesment transportasi publik yang dilakukan di 

Lampung Timur di peroleh data bahwa (95%) yang belum 

mendapatkan akses nyaman tranportasi publik. Artinya hanya 

sedikit (yaitu 5%) responden yang mendapatkan akses nyaman 

transportasi publik, sangat jarang pemukiman warga yang dekat 

dengan halte, terminal dan statiun, rata-rata jarak pemukiman 

warga ke halte 0,5 km sebagaimana yang disebutkan di pedoman 

(Bappenas, 2020) tujuan ke 11 SDGDs. 

 

 

Kata Kunci: SDGs, Hunian Layak, Transportasi Publik, 

Lampung Timur 
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ABSTRACT 

 

The Sustainable Development Goals (SDGs) are global 

development initiatives that embrace all countries regardless of 

their level of development. The SDGs, also known as the UN 

Development Challenge 2030, consist of three main pillars, namely 

social, economic, and environmental development. One of the 

goals is to achieve affordable housing and access to public 

transportation, which is the 11th Sustainable Development Goal.  

This research aims to assess the achievement of SDGs in 

the field of affordable housing and public transportation. The 

research population covers all sub-districts in East Lampung 

Regency, with a sample of 400 respondents selected proportionally 

through random sampling techniques. The research method used is 

Stratified Random Sampling. The research procedure was carried 

out by initial data observation, interviews and questionnaires. Then 

the analysis uses Microsoft Excel tabulation. 

The results of the study showed that from 400 assessment 

respondents on the percentage of households that have access to 

affordable housing, 71% of housing was found to be sufficient in 

accordance with the 11th goal of the SDGs. Then  the public 

transportation assessment carried out in East Lampung obtained 

data that (95%) have not received comfortable access to public 

transportation. This means that only a few (that’s 5%) respondents 

get convenient access to public transportation, very rarely 

residential areas close to bus stops, terminals and stations, the 

average distance of residential areas to bus stops is 0.5 km as 

mentioned in the guidelines (Bappenas, 2020) to the 11th 

destination of SDGDs. 

 

Keywords: SDGs, Decent Housing, Public Transportation, 

Lampung Timur 
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MOTTO 

 

لَّكُمْ   ۚ هوَُْ خَي رْ    ـًٔا وَّ ا شَي  رَهوُ  ٰٓى انَْ  تكَ  ۚ ْ وَعَس  ه ْ لَّكُمْ    كُتبَِْ عَليَ كُمُْ وَال قتِاَلُْ هوَُْ كُر 

نَْ  لمَُو  لمَُْ وَانَ تمُْ  لَْ تعَ  ُْ يعَ 
ۚ ْ وَاّلل  هوَُْ شَرْ  لَّكُمْ    ـًٔا وَّ ا شَي  ٰٓى انَْ  تحُِبُّو   وَعَس 

 

 

(Q.S Al-Baqarah 216)  

 

 

“………. padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh 

jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan 

boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu, 

Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

 

Sebagai acuan awal yang jelas untuk menggambarkan serta 

mempermudah dalam memahami isi dari skripsi ini, maka ada 

beberapa istilah yang terkait dengan isi skripsi ini. Dengan 

penegasan ini diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman 

terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan. 

Adapun judul skripsi ini adalah “Asesmen Lapangan Capaian 

Sustainable Development Goals (SDGS) Bidang Hunian 

Layak Terjangkau Dan Transportasi Publik Pada 

Kabupaten Lapung Timur:” Berikut ini penjelasan istilah-

istilah yang terkandung dalam judul, antara lain:  

 

1. Asesmen  

Asesmen adalah suatu proses untuk memperoleh sebuah 

informasi secara menyeluruh berupa data-data yang akan 

diteliti dalam sebuah bentuk tes, asesmen dilakukan untuk 

menentukan nilai dari suatu penelitian. 

 

2. SDGs (Sustainable Development Goals) 

Sustainable Development Goals (SDG’s) atau yang disebut 

juga Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 

berlandaskan pada 3 pilar yaitu pilar Ekonomi, Sosial dan 

Lingkungan serta didukung pilar Tata Kelola. TPB ini terdiri 

atas 17 tujuan (goals) dengan 169 target yang terukur dengan 

tenggat waktu yang ditentukan. SDG’s adalah agenda 

pembangunan dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan 

manusia dan planet bumi. 
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3. Hunian Layak 

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak 

huni dan terjangkau didefinisikan sebagai rumah yang 

memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan 

kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan 

penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan 

masyarakat.  

 

Rumah layak huni adalah tempat tinggal yang memenuhi 

syarat kesehatan, keamanan, dan social. Sejalan dengan 

SDGs Goal 11 Monitoring Framework, terdapat 5 kriteria 

yang digunakan untuk permukiman kumuh yaitu ketahanan 

bangunan (durabel housing), kecukupan luas tempat tinggal 

(sufficient living space), akses air minum (access to 

improved water), akses sanitasi layak (access to adequate 

sanitation) dan keamanan bermukim (security of tenure) 3. 

Menghadapi fenomena pemanasan global, perubahan iklim, 

dan degradasi kualitas lingkungan hidup, maka implementasi 

SDGs 2030 merupakan langkah penting untuk mewujudkan 

kota layak huni secara terpadu dan berkelanjutan SDGs 

merupakan pembangunan global untuk melaksanakan 

pembangunan yang berkelanjutan dalam menghadapi 

tantangan pada proses pembangunan. 

 

4.   Tranportasi Layak 

Transportasi umum atau transportasi publik adalah seluruh 

alat transportasi saat penumpang tidak berpergian 

menggunakan kendaraan sendiri. Transportasi publik adalah 

moda angkutan umum massal dan moda perkeretaapian 

perkotaan yang berjadwal, berjalur, aman, dan bertarif jelas. 

Angkutan umum adalah jasa angkutan orang atau barang 

dengan kendaraan bermotor umum. Sementara, kendaraan 

bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan 

untuk angkutan barang atau orang dengan dipungut bayaran 



3 

UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem dalam 

penyelenggaraan transportasi kereta api. Dalam penjelasan 

UU 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian, perkeretaapian 

perkotaan adalah penyelenggaraan transportasi kereta api 

yang melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan dan 

atau perjalanan ulang-alik, baik dalam satu wilayah 

administrasi maupun lebih. 

Apabila transportasi kereta api tersebut berada di wilayah 

metropolitan, dapat disebut pula kereta api metro. Jenis moda 

transportasi tergantung tipologi kota. Misalnya kota 

metropolitan dan kota besar perlu ada sistem transportasi 

berbasis rel, kota sedang perlu ada sistem transportasi 

berbasis bus dan kota kecil dapat dilayani oleh 37 jaringan 

angkutan kota. Akses transportasi umum yang nyaman 

didekati dengan jarak akses dalam radius 0,5 km. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

 

Sustainable Development Goals (SDGs) atau agenda Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (TPB), merupakan agenda global 

hasil kesepakatan bersama yang disetujui oleh 193 negara 

termasuk Indonesia. Kesepakatan tersebut berisikan 17 tujuan 

dan 169 target dan 319 indikator yang perlu dicapai pada tahun 

2030 yang tercakup menjadi pilar sosial, ekonomi, lingkungan, 

hukum dan tata kelola.1 

 

Menyikapi 17 tujuan global tersebut, Presiden Majelis Umum 

PBB menegaskan bahwa ambisi dari negara-negara anggota 

PBB tersebut hanya akan tercapai jika dunia telah damai, aman, 

serta menghormati hak asasi manusia bukan di dunia di mana 

                                                             
1 Nonik Rensiana Putri, Skripsi: Asesmen Lapangan Capaian SDGS 

Bidang Air Bersih DAn Sanitasi Layak Pada Zona V Kota Bandar 

Lampung, ( Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2022), Hal. 12 
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investasi dalam persenjataan dan perang lebih besar sehingga 

menghancurkan sebagian besar sumber daya yang telah menjadi 

komitmen untuk berinvestasi dalam pembangunan 

berkelanjutan. SDGs merupakan agenda global yang terdiri dari 

17 poin utama dan 4 pilar untuk mencapai pembangunan yang 

berkelanjutan untuk mempermudah memahami SDGs, terdapat 

4 pilar yang telah mencakup 17 tujuan agenda ini. Maksud dari 

dikelompokkannya 17 tujuan menjadi 4 pilar adalah untuk 

mempermudah pemantauan 4 pilar tersebut. 

 

Adapun 4 pilar itu yaitu: 

 

1. Pilar Pembangunan Sosial 

Pilar ini mencakup tanpa kemiskinan, Tanpa kelaparan 

Kehidupan sehat dan sejahtera, Pendidikan berkualitas dan 

kesetaraan gender. 

 

2. Pilar Pembangunan Ekonomi  

Pilar ini mencangkup Enegri bersih dan terjangkau, 

Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, Industri, 

Inovasi dan infrastruktur, Berkurangnya kesenjangan dan 

kemitraan untuk mencapai tujuan. 

 

3. Pilar Pembangunan Lingkungan  

Pilar ini mencakup Air bersih dan sanitasi layak, Kota dan 

pemukiman layak, Konsumsi dan produksi yang 

bertanggung jawab Penanganan perubahan iklim, 

Ekosistem laut dan ekosistem darat. 
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4. Pilar Hukum dan Tata Kelola 

Pilar ini mencakup Perdamaian, keadilan, dan Kelembagaan 

yang kuat.2 

 

Agenda 2030 mengakui bahwa penghapusan kemiskinan dalam 

segala bentuknya, termasuk kemiskinan ekstrim sebagai 

tantangan utama ditingkat global merupakan persyaratan 

mutlak untuk pembangunan berkelanjutan. Menghadapi 

fenomena pemanasan global, perubahan iklim, dan degradasi 

kualitas lingkungan hidup, maka implementasi SDGs 2030 

merupakan langkah penting untuk mewujudkan kota layak huni 

secara terpadu dan berkelanjutan. SDGs merupakan 

pembangunan globaluntuk melaksanakan pembangunan yang 

berkelanjutan dalam menghadapi tantangan pada proses 

pembangunan. 

 

 
Gambar 1.1: Sustainable Cities And Communities 

Sumber: Bappenas, 2022 

 

                                                             
2 Nuke Sania Lorenzea, Skripsi: Asesmen Lapangan Capaian SDGS 

Bidang Air Bersih DAn Sanitasi Layak Pada Zona IV Kota Bandar 

Lampung, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2022), Hal. 5 
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Penduduk perkotaan memberikan tuntutan besar bahkan 

kadang-kadang tidak terpenuhi atas persediaan air bersih, 

sistem pembuangan kotoran, pengaturan sampah, perumahan, 

dan transportasi yang aman dan layak. Diseluruh negara 

berkembang, diperkirakan sedikitnya 220 juta penduduk kota 

tidak memiliki akses untuk mendapatkan air bersih, lebih dari 

420 juta orang tidak memiliki akses ke WC umum, satu dua 

pertiga sampah padat yang dihasilkan tidak terkumpul, dan 

lebih dari 1,1 milyar orang tinggal diwilayah perkotaan dengan 

polusi udara keamanan. Perkembangan suatu kota tidak 

terlepas dari jumlah penduduk yang terus meningkat ini tentu 

menimbulkan tingginya kebutuhan akan tempat tinggal, sarana 

dan prasarana yang memadai. 3Dampak yang ditimbulkan dari 

jumlah penduduk yang terus meningkat adalah sulitnya 

memenuhi kebutuhan tempat tinggal. Terbatasnya kemampuan 

untuk membangun tempat tinggal yang layak dan semakin 

terbatasnya lahan. perkotaan untuk membangun permukiman 

yang mencukupi dan memenuhi syarat. 

 

Rumah adalah suatu nikmat dari Allah yang terkadang bahkan 

sering dilupakan oleh manusia. Padahal dengan adanya rumah, 

manusia bisa mendapatkan banyak sekali kemudahan dan 

kesenangan dalam hidup. Allah mengingatkan kita akan 

kenikmatan ini dalam surah An-Nahl ayat 80. 

 

 
 

                                                             
3 Tri Rena Mayasari,"Pengelompokkan Provinsi Berdasarkan 

Variabel Kesehatan Lingkungan Dan Pengaruhnya Terhadap Kemiskinan 

Di Indonesia Tahun 2018", Jurnal Siger Matematika. 4(4) 2020:28 
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Imam Ibnu Katsir Rahimahullah menjelaskan ayat diatas 

bahwa Allah SWT mengingatkan akan kesempurnaan 

nikmat yang Dia curahkan atas para hamba-Nya, berupa 

rumah tempat tinggal yang berfungsi untuk memberikan 

ketenangan bagi mereka. Mereka bisa berteduh dari panas 

dan hujan dan berlindung dari segala macam bahaya di 

dalamnya. 

 

Hunian rumah yang layak artinya menjadi peranan penting 

untuk ditingkatkan sebagai sarana tempat tinggal manusia 

berdasarkan surat An-nahl tersebut, oleh karena itu 

memerlukan tingkat kelanjutan yang tinggi untuk tolak ukur 

agar tercapainya target global maupun nasional mengenai 

pembangunan berkelanjutan agar tercipta rumah yang layak 

huni dan nyaman untuk ditempati. 

 

Lampung Timur adalah kabupaten di Provinsi Lampung, 

Indonesia. Ibu kotanya adalah kecamatan Sukadana. 

Kabupaten Lampung Timur memiliki luas wilayah 5.325,03 

km² dan jumlah penduduk sebanyak 1.101.977 jiwa, 

Kabupaten ini memiliki semboyan "Bumei Tuwah 

Bepadan". Sebelumnya, kabupaten Lampung Timur bagian 

dari Kabupaten Lampung Tengah.4 

 

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak 

huni dan terjangkau didefinisikan sebagai rumah yang 

memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan 

kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan 

penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan 

masyarakat, dalam Monitoring Framework, terdapat 5 

                                                             
4 Tiara Ajeng Safitri. Perubahan Perilaku Masyarakat Desa Melalui 

Program Open Defecation Free(ODF) Di Kecamatan Sekampung Udik 

Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung. 2022:99 
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kriteria yang digunakan untuk permukiman kumuh yaitu 

ketahanan bangunan (durabel housing), kecukupan luas 

tempat tinggal (sufficient living space), akses air minum 

(access to improved water), akses sanitasi layak (access to 

adequate sanitation) dan keamanan bermukim (security of 

tenure). 11 Bidang Hunian Layak Terjangkau dan 

Transportasi Publik merupakan salah satu tujuan 

pembangunan berkelanjutan yang terdapat pada poin ke-11 

SDGs. Hak atas perumahan layak merupakan hak yang 

melekat pada diri manusia untuk mendapatkan rumah atau 

tempat tinggal yang aman, damai dan bermartabat. Hak ini 

tidak berdiri sendiri, ia memiliki keterkaitan dengan 

pemenuhan hak lainnya, seperti hak atas hidup damai, 

nyaman, tentram, aman, bahagia dan sejahtera, hak atas 

jaminan kesehatan, hak atas lingkungan sehingga 

pelanggaran atas perumahan dapat menyebabkan sejumlah 

hak lain ikut terlanggar.5 

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Asesmen Lapangan Capaian SDGs Bidang Hunian 

Layak Terjangkau Dan Transportasi Publik Pada 

Kabupaten Lampung Timur” Penelitian ini dilakukan 

karena urgensifitas assemen lapangan poin 11 SDGs yang 

terfokus di Lampung Timur. Dengan adanya penelitian ini 

untuk mengetahui persentase rumah tangga yang memiliki 

akses terhadap hunian layak terjangkau, proporsi populasi 

yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi 

publik, dan melakukan asesmen persentase penduduk 

terlayani transportasi umum. 

 

 

                                                             
5 Qodariyanti, Laifa. Pelaksanaan Sustainable Development Goals 

(SDGs) Di Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya 

Sebagai Upaya Terwujudnya Pilar Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan. 

Jurnal Penelitian Administrasi Publik. 3(3). 2023. hal: 86 
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C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan maka 

fokus dan sub fokus penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Fokus 

Penelitian ini berfokus pada Asesmen Lapangan Capaian 

SDGs Pilar Pembangunan Lingkungan. 

 

2. Sub Fokus Penelitian 

Sub fokus penelitian ini yaitu Asesmen Lapangan Capaian 

SDGs bidang hunian layak dan terjangkau dan akses nyaman 

transportasi publik. Pengambilan sampel dilakukan di 

wilayah kabupaten lampung Timur. 

 

D. Rumusan Masalah  

 

Berdasarlan latar belakang masalah, rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu: 

 

1. Berapakah persentase rumah tangga yang memiliki akses 

terhadap hunian layak dan terjangkau di Lampung Timur? 

 

2. Berapakah persentase penduduk yang sudah terlayani pada 

transportasi publik di Lampung Timur? 

 

E. Tujuan Penelitian 

 

1. Untuk mengetahui persentase rumah tangga yang memiliki 

akses terhadap hunian layak terjangkau 

2. Untuk mengetahui persentase penduduk yang terlayani 

pada transportasi publik.  
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F. Manfaat Penelitian 

    

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat baik bagi masyarakat 

maupun bagi peneliti dan bagi dunia pendidikan, adapun 

manfaat dari penelitian ini yaitu: 

1. Bagi masyarakat Memantau peningkatan rumah tangga 

yang tinggal di hunian layak dan terjangkau, dalam 

mendukung pengurangan penduduk yang tinggal di daerah 

kumuh, permukiman liar atau rumah yang tak layak. 

2. Bagi pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan 

landasan untuk pengimplentasian strategi konsep ruang 

layak huni dan dapat menjadi acuan atau alat ukur untuk 

mengukur suatu rumah tangga dapat dikatakan layak huni 

atau tidak 

3. Bagi peneliti selanjutnya, Hasil penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai acuan dan sumber informasi serta 

referensi dalam penelitian berkaitan dengan hunian layak 

terjangkau dan transportasi public 

4. Bagi pendidikan hasil penelitian dapat memberikan 

wawasan baru mengenai bagaimana hunian yang layak 

terjangkau dan transportasi publik. 

 

G. Kajian Penelitian Relevan 

 

Penelitian mengenai asesmen lapangan capaian SDGs bidang 

hunian layak terjangkau dan transportasi publik telah dilakukan 

diantaranya: 

1. Dampak Relokasi Permukiman Terhadap Kondisi Sosial dan 

Ekonomi Masyarakat di Rumah Susun Jatinegara Barat 

(2019) Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

dampak yang ditimbulkan pasca relokasi pada kondisi 

ekonomi dan sosial masyarakat di Rumah Susun Jatinegara 

Barat. Penelitian ini menggunakan 50 sampel yang dipilih 

secara acak. Melalui metode Paired Samples Test, ditemukan 

bahwa terdapat perbedaan ratarata pendapatan keluarga di 
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Rumah Susun Jatinegara Barat sebesar Rp.642.800,00 di 

mana rata-rata pendapatan keluarga sebelum direlokasi lebih 

besar dibandingkan setelah direlokasi. Kemudian, terdapat 

perbedaan rata-rata pengeluaran keluarga di Rumah Susun 

Jatinegara Barat sebesar Rp.1.027.660,00 di mana rata-rata 

pengeluaran keluarga sebelum direlokasi lebih kecil 

dibandingan setelah direlokasi. Sementara itu, pada kondisi 

sosial masyarakat di Rumah Susun Jatinegara Barat 

ditemukan perbedaan pada interaksi sosial antar warga, yang 

mana setelah direlokasi masyarakat menjadi individual 

dibandingkan sebelum direlokasi. Perbedaan penelitian diatas 

dengan penelitian yang saya lakukan adalah penelitian diatas 

berfokus pada dampak relokasi permukiman terhadap kondisi 

sosial dan ekonomi masyarakat di rumah susun Jatinegara 

Barat. Sedangkan penelitian saya berfokus pada asesmen 

lapangan capaian SDGs hunian layak terjangkau dan 

transportasi publik pada Kabupaten Lapung Timur. 

2. Dari penelitian Ishartono dan Santoso (2020) dalam penelitian 

yang berjudul Sustainable Development Goals (SDGs) dan 

Pengentasan Kemiskinan. Menurut temuan penelitian, 

pekerjaan sosial harus berada di garis depan inisiatif untuk 

memerangi kemiskinan jika konsep hak asasi manusia harus 

dihormati secara keseluruhan. MDGs, yang kemudian 

digantikan oleh SDGs, adalah tujuan bersama yang 

membutuhkan kerja sama baik pada sumbu vertikal maupun 

horizontal. 

3. Dari penelitian Mandra (2021) dalam penelitian yang berjudul 

Implementasi Kebijakan Program Bantuan Tinggal di Rumah 

Sederhana Untuk Mengurangi Kemiskinan (Studi Kasus di 

Desa Ikan Sei Banyak, Kecamatan Kelayang, Kabupaten 

Indragiri Hulu). Berdasarkan temuan studi tersebut, 

pemerintah telah membuat beberapa inisiatif untuk 

memerangi kemiskinan, salah satunya adalah hunian dasar 

yang boleh dihuni. Bagi orang miskin yang sangat 

membutuhkan sandang, pangan, dan papan, papan adalah 
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kebutuhan. Selain itu, inisiatif yang berfokus pada penelitian 

sangat bermanfaat dalam membantu Kabupaten Kelayang 

memerangi kemiskinan. 

4. Dalam penelitian Muhammad Fardan Ngoyo (2019) dalam 

penelitian yang berjudul Mengawal Sustainable Development 

Goals (SDGs); Meluruskan Orientasi Pembangunan yang 

Berkeadilan. Temuan studi ini akan membantu 

menyelaraskan arah pembangunan dan mengawasi 

pembangunan berkelanjutan dengan cara yang lebih 

demokratis dan berkeadilan. Orientasi tersebut mengacun 

pada 17 tujuan dalam kerangka SDGs yang telah diadaptasi 

oleh negara anggota PBB hingga tahun 2030. Untuk 

mengawal pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tujuan 

pembangunan berkelanjutan, makan partisipasi masyarakat 

sipil harus diberikan secara lebih terbuka. Salah satunya 

dengan pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA) dan 

Sustaiable Libelihood Approach (SLA) sehingga dapat 

menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi 

masyarakat dalam proses pembangunan. 

5. Strategi Penanganan Permukiman Kumuh Kawasan DAS 

Metro Kota Malang Berdasarkan Prinsip Sustainable 

Development Goals (SDGs) TH (2020). Perserikatan Bangsa-

bangsa (PBB) pada tahun 2015 merumuskan 17 poin 

Sustainable Development Goals (SDG’s) untuk 

menanggulangi permasalahan yang ada di dunia, seperti 

kemiskinan, pemanasan global, serta menjawab isu-isu sosial, 

ekonomi, dan lingkungan yang ada di perkotaan. Salah satu 

tujuan yang terdapat dalam SDG’s adalah pada tujuan no. 11 

(sebelas) yaitu Sustainable Cities and Communities. Salah 

satu permasalahan dunia yang dibahas dalam tujuan ini yaitu 

permukiman kumuh yang terdapat pada poin 11.1, dimana 

permasalahan ini masih banyak ditemukan di dunia, salah 

satunya di kawasan DAS Metro, Kota Malang. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi penanganan 

kawasan permukiman kumuh sesuai dengan prinsip SDG’s 
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yang dijelaskan dalam tujuan 11 poin 11.1. Penelitian ini 

melewati 3 tahap analisis, yaitu tahap pertama untuk 

mengetahui kesesuian kebijakan yang ada di Kota Malang 

dengan prinsip SDG’s. Tahap kedua yaitu menentukan 

karakteristik permukiman kumuh yang ada di kelurahan 

sekitar DAS Metro yaitu Kelurahan Bandulan, 

Bandungrejosari, Sukun, dan Tanjungrejo. Dan tahapan 

terakhir yaitu merumuskan strategi penanganan permukiman 

kumuh menggunakan metode analisis triangulasi. Hasil dari 

penelitian ini berupa strategi penanganan permukiman kumuh 

yang dirinci berdasarkan hasil karakteristik yang didapatkan. 

      

   Berdasarkan penelitian terdahulu tentang hunian layak 

terjangkau dan transportasi publik ada beberapa yang sudah 

dilakukan, akan tetapi penelitian asesmen lapangan capaian 

SDGs bidang hunian layak dan terjangkau belum pernah 

dilakukan di Lampung Timur. 

 

H. Alur Penilitian 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studi Pendahuluan 

Tahap Observasi 

Tahap Wawancara 

Analisi Data 

Stratified Random Sampling 

Survey Lapangan 

 

Informasi data lisan 

Analisis Chi-square 
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I. Sistematika Penulisan 

 

Adapun sistematika penulisan pada proposal ini dengan judul 

“Prokrastinasi Akademik Mahasiswa Pendidikan Biologi 

Ditinjau Dari Konsep Diri dalam Menyelesaikan Tugas Akhir 

(Skripsi) yaitu terdiri dari: 

 

1. Bab I Pendahuluan 

Pada bab ini terdiri dari beberapa subbab yang diantaranya 

yaitu, Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian 

Penelitian Terdahulu yang Relevan, dan Sistematika 

Penulisan, dan Metodelogi Penelitian. 

 

2. Bab II Landasan Teori 

Pada bab ini berisikan landasan teori mengenai Sejarah 

SDGs, Prinsip-prinsip SDGs, Hunian Layak, Transportasi 

publik dan Kabupaten Lampung Timur. 

 

3. Bab III Metode Penelitian 

Pada bab ini membahas tentang metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

 

4. Bab IV Hasil dan Pembahasan 

Pada bab ini menjelaskan mengenai sampel dan teknik 

pengumpulan data penelitian, definisi operasional 

penelitian, instrument penelitian, dan analisis data 

 

5. Daftar Pustaka rujukan berisi tentang sumber-sumber 

rujukan yang digunakansebagai acuan penulisan.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Sejarah SDGs (Sustainable Development Goals) 

 

Millennium Development Goals (MDGs) adalah sebuah 

deklarasi milenium hasil dari kesepakatan kepala Negara dari 

sebanyak 189 negara Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang 

mulai dijalankan pada Bulan September tahun 2000. Sebelum 

pelaksanaan (MDGs) berakhir, pada UNSummit on MDGs 2010 

telah dirumuskan agenda pembangunan dunia setelah 2015. Hal 

ini diperkuat dengan disepakatinya dokumen “The Future We 

Want” dalam UN Conferenceon Sustainable Development 

2012. 6 

Kedua hal ini menjadi pendorong utama penyusunan 

agenda pembangunan setelah tahun 2015 yang disepakati dalam 

Sidang umum PBB pada bulan September tahun 2015. Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development 

Goals (SDGs). SDGs bertujuan untuk menjaga peningkatan 

kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, 

menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga 

kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan 

terlaksana nyata tarkelola yang mampu menjaga peningkatan 

kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. 

Development (pengembangan) adalah kata benda yang 

dapat menggambarkan negara, pola pertumbuhan atau 

perubahan kemajuan atau kemunduran secara virtual setiap 

fenomena dan aktivitas yang diketahui. Pengembangan dapat 

berhubungan dengan alam semesta kosmik, lingkungan bumi  

                                                             
6 Sulistyani Prabu aji, and Drajat Tri Kartono. "Kebermanfaat Adanya 

Sustainable Development Goals (Sdgs)." Journal of Social Research.1(6) 

2022. Hal: 508 
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dan ekologi, kemajuan ekonomi global, pertanian dan industri 

regional dan nasional dan banyak beragam dan komponennya 

berkelanjutan secara harfiah diartikan sebagai keadaan atau 

kondisi yang tidak berubah, tindakan yang diambil untuk 

mencegah sistem atau entitas dari kolaps. 

      Bertempat di Markas Besar PBB, pada tahun 2015 para 

pemimpin 193 negara anggota PBB mengadopsi kesepakatan 

yang bersejarah terkait dengan tujuan dan target-target universal 

yang transformatif, komprehensif dan berjangka jauh yang 

dikenal dengan Agenda 2030. Agenda 2030 mengakui bahwa 

penghapusan kemiskinan dalam segala bentuknya, termasuk 

kemiskinan ekstrim sebagai tantangan utama di tingkat global, 

merupakan persyaratan mutlak untuk pembangunan yang 

berkelanjutan, meliputi tiga dimensi yaitu ekonomi, sosial dan 

lingkungan yang saling terkait dan selaras. Komitmen tersebut 

diberi nama Sustainable Development Goals (SDGs) atau 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).7 

     Pembangunan berkelanjutan sebagai rencana aksi global yang 

dilaksanakan dalam 15 tahun ke depan memiliki prinsip dasar 

untuk People, Planet, Prosperity, Peace dan Partnership atau 

yang dikenal dengan prinsip 5 P. People, memastikan untuk 

mengakhiri kemiskinan dan kelaparan dalam segala bentuk dan 

dimensinya serta memastikan seluruh umat manusia dapat 

memenuhi potensi dan kemampuan mereka secara bermartabat 

dan setara dalam lingkungan yang sehat. Planet, melindungi 

planet dari degradasi termasuk pola konsumsi dan produksi yang 

berkelanjutan, pengelolaan sumber-sumber daya alam secara 

berkelanjutan dan mengambil tindakan cepat terhadap 

perubahan iklim sehingga planet dapat mendukung kebutuhan 

hidup generasi saat ini dan yang akan datang. Prosperity, 

memastikan seluruh umat manusia dapat menikmati hidup yang 

sejahtera dan terpenuhi kebutuhannya, serta kemajuan ekonomi, 

                                                             
7 Paputungan, Frezy. "Get to know the Sustainable Development Goals 

(SDGs)." Journal of Hulonthalo Service Society (JHSS) 2(2). 2023 
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sosial dan teknologi berlangsung secara harmoni dengan alam. 

Peace, memelihara masyarakat yang damai, adil dan inklusif 

yang terbebas dari ketakutan dan kekerasan. Patnership, 

mengerahkan sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan. 

 

B. Prinsip-prinsip SDGs    

 

     Beranjak dari pengalaman semua negara melaksanakan MDGs 

yang pencapaian target-target yang telah ditetapkan tidak 

optimal, disepakati perlunya penyempurnaan paradigma untuk 

kelanjutan, MDGs menjadi TPB/SDGs. TPB/SDGs 

dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip 

pembangunan yang universal. Maknanya adalah TPB/SDGs 

dilaksanakan tidak hanya oleh negara berkembang, namun juga 

oleh negara maju untuk kemajuan seluruh bangsa di dunia. 

TPB/SDGs merupakan kesatuan antara dimensi pembangunan 

sosial, ekonomi dan lingkungan yang komprehensif serta saling 

terkait.8 Kemajuan pada satu dimensi pembangunan 

memerlukan keterlibatan aktif dari dimensi pembangunan 

lainnya. TPB/SDGsjuga merupakan aksi dan katalis global 

untuk kemitraan internasional dalam pencapaian pembangunan 

berkelanjutan. TPB/SDGs menekankan pentingnya pemenuhan 

hak asasi manusia dalam upaya penanggulangan kemiskinan. 

Pelaksanaannya harus mampu memberi manfaat kepada semua 

orang, khususnya kelompok rentan dan disabilitas. 

 

C. Hunian Layak 

 

    Pemenuhan hak asasi manusia untuk mengatasi permasalahan 

penduduk miskin dapat dimulai dari pemenuhan hak atas 

perumahan dan permukiman yang layak. Peningkatan jumlah 

perumahan dan permukiman yang tidak layak semakin 

                                                             
8 Panulah, Sekar and Melia Riskia Fitri. Perkembangan Pelaksanaan 

Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. 2016. hal: 12 
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meningkat yang diiringi dengan meningkatnya jumlah angka 

kemiskinan. Pada tahun 2018, persentase rumah kumuh di 

perkotaan Indonesia mencapai 7,42%, angka tersebut naik 

secara signifikan pada tahun 2019 dengan menyentuh angka 

13,86%27. Isu hukum tersebut sangat urgensi untuk dibahas, 

yang dimana pemenuhan hak tersebut telah tercantum dalam 

pasal 28 H ayat 1 yang mengamanatkan bahwa tempat tinggal 

yang baik dan sehat merupakan hak semua orang. Pada pasal 40 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia juga sudah mengungkapkan secara tegas bahwa setiap 

orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang 

layak. 9 

Pengaturan lebih lanjut juga diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman (PKP) yang menyatakan bahwa negara memiliki 

tanggung jawab untuk menyelenggarakan perumahan dan 

permukiman yang layak dan terjangkau serta berkelanjutan 

diseluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan peraturan 

UndangUndang Nomor 1 Tahun 2011 tentang PKP dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Permukiman dan Kawasan Permukiman 

menjelaskan bahwa pembangunan perumahan harus meliputi 

ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum. Di sisi lain, 

menurut Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

(PUPR) mengungkapkan empat kriteria rumah layak huni yang 

meliputi struktur konstruksi yang kuat, luas bangunan, sanitasi 

yang baik serta ketersediaan jaringan air bersih. Dalam SDGs, 

pembangunan kota dan pemukiman berkelanjutan terdapat 

dalam tujuan ke-11. Tujuan ini kemudian diturunkan kedalam 7 

target yang hendak dicapai pada 2030,yaitu: 

 

                                                             
9 A. Halim Iskandar. SDGs desa: percepatan pencapaian tujuan 

pembangunan nasional berkelanjutan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 

2020. hal: 12 
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1. Perumahan yang aman dan terjangkau. 

2. Sistem transpotasi yang terjangkau dan berkelanjutan. 

3. Urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan  

4. Perlindungan atas warisan budaya dan alam  

5. Mengurangi dampak bencana alam  

6. Mengurangi dampak lingkungan pada perkotaaan  

7. Menyediakan akses inklusif untuk melindungi ruang hijau 

dan public 

 

     Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni 

dan terjangkau didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi 

persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum 

luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu 

dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Sejalan dengan 

SDGs Goal 11 Monitoring Framework, terdapat 5 kriteria yang 

digunakan untuk permukiman kumuh yaitu ketahanan bangunan 

(durabel housing), kecukupan luas tempat tinggal (sufficient 

living space), akses air minum (access to improved water), akses 

sanitasi layak (access to adequate sanitation) dan keamanan 

bermukim (security of tenure).10  

 

Mengacu pada definisi nasional dan global, hunian layak 

memiliki 4 (empat) kriteria yang diwajibkan terpenuhi 

kelayakannya dan 2 (dua) kriteria yang akan terus dikawal 

adalah sebagai berikut: 

 

1. Ketahanan bangunan (durabel housing) yaitu bahan 

bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat:  

a. Bahan bangunan atap rumah terluas adalah genteng, 

kayu, sirap, dan seng. 

                                                             
10 A. Halim Iskandar. SDGs desa: percepatan pencapaian tujuan 

pembangunan nasional berkelanjutan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 

2020. hal: 12 
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b. Bahan bangunan dinding rumah terluas adalah tembok, 

GRC board, plesteran anyaman bambu kawat, kayu, 

papan, dan batang kayu.  

c. Bahan bangunan lantai rumah terluas adalah marmer, 

granit, keramik, parket, vinil, karpet, ubin, papan, dan 

semen atau bata merah.11 

2. Kecukupan luas tempat tinggal (sufficient living space) 

yaitu luas lantai perkapita ≥ 7,2 m2 

3. Memiliki akses air minum (access to improved water) yaitu 

sumber air yang berasal dari leding meteran (keran 

individual), leding eceran, keran umum (komunal), hidran 

umum, penampungan air hujan (PAH), sumur bor/pompa, 

sumur terlindung, dan mata air terlindung. Sementara itu, 

bagi rumah tangga yang menggunakan air kemasan dan/atau 

air isi ulang sebagai sumber air minum dikategorikan 

sebagai rumah tangga yang memiliki akses layak jika 

sumber air untuk masak dan MCK-nya menggunakan 

sumber air minum terlindung. 

4. Memiliki akses sanitasi layak (access to adequate sanitation) 

yaitu fasilitas sanitasi yang memenuhi kelayakan bangunan 

atas dan bawah, antara lain: memiliki fasilitas sanitasi yang 

klosetnya menggunakan leher angsa, dan tempat 

pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik 

(septic tank) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), 

dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga 

sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu. 

Khusus untuk rumah tangga di perdesaan, tempat 

pembuangan akhir tinja berupa lubang tanah dikategorikan 

layak. Sedangkan dua komponen yang akan terus dikawal 

adalah keamanan bermukim dengan proksi berupa bukti 

kepemilikan tanah bangunan tempat tinggal.  

                                                             
11 A. Halim Iskandar. SDGs desa: percepatan pencapaian tujuan 

pembangunan nasional berkelanjutan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 

2020. hal: 12 
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Rumah tangga dikategorikan memiliki keamanan 

bermukim jika jenis bukti kepemilikan rumah/bangunan 

berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama ART, SHM 

bukan atas nama ART, Sertifikat selain SHM (SHGB, 

SHSRS). Adapun Surat bukti lainnya (Girik, Letter C, dll), 

masih dikategorikan bukti kepemilikan yang kurang aman 

dan hunian didefinisikan terjangkau apabila pengeluaran 

hunian, baik berupa sewa dan cicilan rumah, tidak melebihi 

dari 30%. Saat ini perhitungan keterjangkauan akan 

dilakukan terbatas bagi rumah tangga dengan kategori sewa. 

Sementara, untuk rumah tangga yang menghuni milik 

sendiri maka diasumsikan terjangkau. Berdasarkan 

penjelasan kriteria tersebut dapat disimpulkan persentase 

rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang 

layak dan terjangkau adalah persentase rumah tangga yang 

tinggal pada rumah yang memenuhi empat kriteria diatas 

dengan harga yang terjangkau baik untuk dimiliki maupun 

sewa oleh seluruh lapisan masyarakat dibandingkan dengan 

jumlah rumah tangga secara keseluruhan.12 

 

D. Hunian Layak Terjangkau 

 

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 

dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni dan 

terjangkau didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi 

persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum 

luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu 

dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Sejalan dengan SDG 

Goal 11 Monitoring Framework, terdapat 5 kriteria yang 

digunakan untuk permukiman kumuh yaitu ketahanan bangunan 

(durabel housing), kecukupan luas tempat tinggal (sufficient 

living space), akses air minum (access to improved water), akses 

sanitasi layak (access to adequate sanitation) dan keamanan 

                                                             
12 Ibid, 9.  
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bermukim (security of tenure).Mengacu pada definisi nasional 

dan global, hunian layak memiliki 4 kriteria yang diwajibkan 

terpenuhi kelayakannya dan 2 (dua) kriteria yang akan 

terus dikawal adalah sebagai berikut: 

1. Ketahanan bangunan (durabel housing) yaitu bahan 

bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat, 

a. Bahan bangunan atap rumah terluas adalah genteng, 

kayu/sirap, dan seng.  

b. Bahan bangunan dinding rumah terluas adalah 

tembok/GRC board, plesteran anyaman bambu/kawat, 

kayu/papan, dan batang kayu.  

c. Bahan bangunan lantai rumah terluas adalah 

marmer/granit, keramik, parket/vinil/karpet, 

ubin/tegel/teraso, kayu/papan, dan semen/bata merah. 

2. Kecukupan luas tempat tinggal (sufficient living  space) yaitu 

luas lantai perkapita ≥ 7,2m2 

3. Memiliki akses air minum (access to improved water) yaitu 

sumber air yang berasal dari leding meteran (keran 

individual), leding eceran, keran umum (komunal), hidran 

umum, penampungan air hujan (PAH), sumur bor/pompa, 

sumur terlindung, dan mata air terlindung. Sementara itu, 

bagi rumah tangga yang menggunakan air kemasan dan/atau 

air isi ulang sebagai sumber air minum dikategorikan sebagai 

rumah tangga yang memiliki akses layak jika sumber air 

untuk masak dan MCK-nya menggunakan sumber air minum 

terlindung. 

4. Memiliki akses sanitasi layak (access to adequate sanitation) 

yaitu fasilitas sanitasi yang memenuhi kelayakan bangunan 

atas dan bawah, antara lain: memiliki fasilitas sanitasi yang 

klosetnya menggunakan leher angsa, dan tempat 

pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (septic 

tank) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan 

fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga 

sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu. 

Khusus untuk rumah tangga di perdesaan, tempat 
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pembuangan akhir tinja berupa lubang tanah dikategorikan 

layak. 

 

Sedangkan dua komponen yang akan terus dikawal adalah: 

(1) keamanan bermukim dengan proksi berupa bukti 

kepemilikan tanah bangunan tempat tinggal. Rumah tangga 

dikategorikan memiliki keamanan bermukim jika jenis bukti 

kepemilikan rumah/bangunan berupa Sertifikat Hak Milik 

(SHM) atas nama ART, SHM bukan atas nama ART, 

Sertifikat selain SHM (SHGB, SHSRS). Adapun Surat bukti 

lainnya (Girik, Letter C, dll), METADATA EDISI II 33 

masih dikategorikan bukti kepemilikan yang kurang aman; 

(2) Hunian didefinisikan terjangkau apabila pengeluaran 

hunian, baik berupa sewa dan cicilan rumah, tidak melebihi 

dari 30%. Saat ini perhitungan keterjangkauan akan 

dilakukan terbatas bagi rumah tangga dengan kategori sewa. 

Sementara, untuk rumah tangga yang menghuni milik sendiri 

maka diasumsikan terjangkau.  

Berdasarkan penjelasan kriteria tersebut dapat disimpulkan 

persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap 

hunian yang layak dan terjangkau adalah persentase rumah 

tangga yang tinggal pada rumah yang memenuhi empat 

kriteria diatas dengan harga yang terjangkau baik untuk 

dimiliki maupun sewa oleh seluruh lapisan masyarakat 

dibandingkan dengan jumlah rumah tangga secara 

keseluruhan. 

 

Adapun kriteria hunian layak pada skripsi ini menggunakan 

acuan metadata SDGs Indonesia tahun 2017 sebagai berikut. 
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E. Transportasi Publik 

 

     Transportasi umum adalah moda angkutan umum massal dan 

moda perkeretaapian perkotaan yang berjadwal, berjalur, aman, 

dan bertarif jelas. Angkutan umum adalah jasa angkutan orang 

dan atau barang dengan kendaraan bermotor umum. Sementara, 

kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang 

digunakan untuk angkutan barang dan atau orang dengan 

dipungut bayaran UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem 

dalam penyelenggaraan transportasi kereta api. Dalam 

penjelasan UU 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, 

perkeretaapian perkotaan adalah penyelenggaraan transportasi 

kereta api yang melayani perpindahan orang di wilayah 

perkotaan dan atau perjalanan ulang-alik, baik dalam satu 

wilayah administrasi maupun lebih. Apabila transportasi kereta 

api tersebut berada di wilayah metropolitan, dapat disebut pula 

kereta api metro. Jenis moda transportasi tergantung tipologi 

kota, misalnya kota metropolitan dan kota besar perlu ada sistem 

transportasi berbasis rel, kota sedang perlu ada sistem 

transportasi berbasis bus, dan kota kecil dapat dilayani oleh 
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jaringan angkutan kota. Akses transportasi umum yang nyaman 

didekati dengan jarak akses dalam radius 0,5 km.13 

 Persentase penduduk yang mendapatkan akses yang 

nyaman pada transportasi publik adalah perbandingan jumlah 

penduduk dengan jarak rumah ke tempat menunggu kendaraan 

atau angkutan umum dengan rute tertentu terdekat dalam jarak 

0,5 km dibandingkan jumlah semua penduduk yang berada di 

wilayah layanan angkutan umum tersebut. 

Perihitungan : 

      Jumlah penduduk yang memiliki akses transportasi umum 

yang nyaman dibagi dengan jumlah penduduk di wilayah yang 

dilayani dikali dengan seratus, dinyatakan dengan satuan persen 

(%) 

 

Rumus : 

 

 

 

F. Sanitasi Layak 
   Sanitasi merupakan usaha untuk membina dan menciptakan 

suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, terutama 

kesehatan masyarakat; cara menyehatkan lingkungan hidup 

manusia terutama lingkungan fisik, yaitu tanah, air, dan udara. 

   Sarana air bersih adalah bangunan beserta peralatan dan 

perlengkapannya yang menyediakan dan mendistribusikan air 

                                                             
13 A. Halim Iskandar. SDGs desa: percepatan pencapaian tujuan 

pembangunan nasional berkelanjutan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 

2020. hal: 12 
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tersebut kepada masyarakat. Sarana air bersih harus memenuhi 

persyaratan kesehatan, agar tidak mengalami pencemaran 

sehingga dapat diperoleh kualitas air yang baik sesuai dengan 

standar kesehatan. Ada berbagai jenis sarana air bersih yang 

digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, 

seperti sumur gali (SGL), sumur pompa tangan (SPT), 

perpipaan, dan penampungan air hujan (PAH). (Depkes RI, 

1977 dalam Marjuki, 2008). 

       Kualitas air adalah standar kualitas yang terdapat dalam 

Peraturan Menteri Kesehatan RI No 82/2001 yang digunakan 

sebagai paramater air yang meliputi aspek fisik, kimia, biologi 

(Peraturan Menteri Kesehatan RI No 82/2001). 

 

Klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas: 

1. Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk 

air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang memper-

syaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut; 

2. Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk 

prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, 

peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau 

peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama 

dengan kegunaan tersebut;  

3. Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk 

pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi 

pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan 

mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;  

4. Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk 

mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang 

mempersyartakan mutu air yang sama dengan kegunaan 

tersebut. 

 

        Air tanah adalah air yang menempati rongga-rongga dalam 

lapisan geologi. Air tanah merupakan sumber daya penting 

dalam irigasi, industri dan air minum makin meluas. Air sebagai 

materi esensial dalam kehidupan tampak dari kebutuhan 
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terhadap air untuk keperluan sehari-hari dilingkungan rumah 

tangga ternyata berbeda-beda di setiap tempat, setiap tingkatan, 

kehidupan atau setiap bangsa dan negara. Semakin tinggi taraf 

kehidupan seseorang semakin meningkat pula kebutuhan 

manusia akan air. Jumlah penduduk dunia setiap hari 

bertambah, sehingga mengakibatkan jumlah kebutuhan air. 

          Upaya pemenuhan kebutuhan air oleh manusia dapat 

mengambil air dari dalam tanah, air permukaan, atau langsung 

dari air hujan. Dari ke tiga sumber air tersebut air tanahlah yang 

paling banyak digunakan karena air tanah memiliki beberapa 

kelebihan di banding sumber-sumber lainnya antara lain karena 

kualitas airnya yang lebih baik serta pengaruh akibat 

pencemaran yang relatif kecil (Jovita, 2002 : 1). 

         Target SDGs tahun 2030, mencapai akses universal dan 

merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi 

semua. Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air 

minum yang dikelola secara aman diukur dengan persentase 

rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak 

(improved basic drinking water source), lokasi sumber berada 

di dalam atau di halaman rumah, tersedia setiap diperlukan, dan 

kualitas sumber air memenuhi syarat kualitas air minum. 

Pencatatan indicator Presentase rumah tangga yang 

menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman. 

dilakukan melalui pendekatan 5 (lima) tingkatan (ladder) akses, 

yaitu (1) akses tidak tersedia, (2) akses tidak layak, (3) akses 

layak terbatas, (4) akses layak dasar, dan (5) akses aman. 

a. Akses tidak tersedia adalah apabila rumah tangga 

menggunakan sumber air permukaan (sungai, danau, 

waduk, kolam, irigasi) secara langsung tanpa pengolahan. 

b. Akses tidak layak adalah apabila rumah tangga 

menggunakan sumber air yang berasal dari sumur tidak 

terlindung dan/atau mata air tidak terlindung. 

c. Akses layak terbatas adalah apabila rumah tangga 

menggunakan sumber air layak dengan waktu pengambilan 

air lebih dari 30 menit.  



28 

d. Akses layak dasar adalah apabila rumah tangga 

menggunakan sumber air layak dengan waktu pengambilan 

30 menit atau kurang. 

e. Akses aman adalah apabila rumah tangga menggunakan 

sumber air layak, lokasi sumber berada di dalam atau di 

halaman rumah, tersedia setiap dibutuhkan, dan kualitas 

sumber air memenuhi syarat kualitas air minum. Sumber 

air minum layak adalah jika rumah tangga menggunakan 

sumber air minum utama berupa ledeng, perpipaan, 

perpipaan eceran, kran halaman, hidran umum, air 

terlindungi, dan penampungan air hujan. Air terlindungi 

mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindungi, dan mata 

air terlindung. Bagi rumah tangga yang menggunakan 

sumber air minum berupa air kemasan, maka rumah tangga 

dikategorikan memiliki akses air minum layak sumber air 

untuk mandi/cuci berasal dari ledeng, sumur bor/pompa, 

sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan 

 

        Sanitasi merupakan usaha untuk membina dan 

menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, 

terutama kesehatan masyarakat; cara menyehatkan lingkungan 

hidup manusia terutama lingkungan fisik, yaitu tanah, air, dan 

udara. 

        Sarana air bersih adalah bangunan beserta peralatan dan 

perlengkapannya yang menyediakan dan mendistribusikan air 

tersebut kepada masyarakat. Sarana air bersih harus memenuhi 

persyaratan kesehatan, agar tidak mengalami pencemaran 

sehingga dapat diperoleh kualitas air yang baik sesuai dengan 

standar kesehatan. Ada berbagai jenis sarana air bersih yang 

digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, 

seperti sumur gali (SGL), sumur pompa tangan (SPT), 

perpipaan, dan penampungan air hujan (PAH). (Depkes RI, 

1977 dalam Marjuki, 2008). 

       Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan 

sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk sarana cuci tangan 
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dengan air dan sabun, diukur melalui 5 (lima) indikator: 

Indikator 6.2.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki 

fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air; Indikator 6.2.1.(b) 

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi 

layak; Indikator 6.2.1.(c) Persentase rumah tangga yang masih 

mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat 

terbuka; Indikator 6.2.1.(d) Persentase rumah tangga yang 

memiliki akses terhadap sistem pengelolaan air limbah domestik 

terpusat (SPALD-T); dan Indikator 6.2.1.(e) Persentase rumah 

tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.14 

 

a. Akses Aman adalah apabila rumah tangga memiliki 

fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi 

kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya 

menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali 

dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi 

pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem 

pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T). 

 

b. Akses Layak Sendiri adalah: 

1) Apabila rumah tangga (di perkotaan atau di perdesaan) 

menggunakan fasilitas sendiri, dimana bangunan atas 

dilengkapi kloset dengan leher angsa dan bangunan 

bawahnya menggunakan tangki septik; 

2) Untuk di perdesaan, apabila rumah tangga 

menggunakan fasilitas sendiri, dimana bangunan atas 

dilengkapi kloset dengan leher angsa dan bangunan 

bawahnya lubang tanah. 

 

 

 

                                                             
14 A. Halim Iskandar. SDGs desa: percepatan pencapaian tujuan 

pembangunan nasional berkelanjutan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 

2020. hal: 12 
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c. Akses Layak Bersama adalah: 

1) apabila rumah tangga (di perkotaan atau di perdesaan) 

menggunakan fasilitas bersama dengan rumah tangga 

lain tertentu, dimana bangunan atas dilengkapi kloset 

dengan leher angsa dan bangunan bawahnya 

menggunakan tangki septik atau IPALD 

2) apabila rumah tangga (di perkotaan atau di perdesaan) 

menggunakan fasilitas sendiri atau bersama, dimana 

bangunan atas menggunakan plengsengan dengan dan 

tanpa tutup, dan cubluk/ cemplung, dengan bangunan 

bawahnya tangki septik/ IPALD/ lubang tanah; serta 

3) apabila rumah tangga (di perkotaan atau perdesaan) 

menggunakan fasilitas sanitasi di fasilitas umum (toilet 

pasar, terminal, masjid, dll). 

 

d. BABS tertutup adalah rumah tangga yang memiliki 

fasilitas sanitasi dengan pembuangan akhir tinja berupa 

kolam/ sawah/ sungai/danau/laut dan/atau pantai/tanah 

lapang/kebun dan lainnya Buang air besar sembarangan 

(BABS) di tempat terbuka adalah apabila rumah tangga 

tidak memiliki fasilitas sanitasi atau memiliki fasilitas 

sanitasi tetapi tidak menggunakannya. Pilar pertama yang 

terdapat pada lima Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 

(STBM) adalah Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop 

BABS) atau yang dikenal juga dengan Open Defecation 

Free (ODF). Kondisi Stop BABS adalah kondisi ketika 

setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi 

melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang 

berpotensi menyebarkan penyakit. Mencuci tangan dengan 

sabun dan air. Mencuci tangan dengan air saja tidak 

cukup.15 

                                                             
15 A. Halim Iskandar. SDGs desa: percepatan pencapaian tujuan 

pembangunan nasional berkelanjutan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 

2020. hal: 12 
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          Menurut penelitian, perilaku mencuci tangan pakai sabun 

merupakan intervensi kesehatan yang paling murah dan efektif 

dilakukan dibandingkan dengan cara lainnya untuk mengurangi 

risiko penularan penyakit. Data yang diukur menggunakan variabel 

kombinasi antara perilaku cuci tangan dan ketersediaan sarana 

prasarana cuci tangan dengan sabun dan air. Hal ini dimaksudkan 

agar variabel yang diukur dapat secara tepat menggambarkan 

kondisi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan disertai dengan 

perilaku mencuci tangan dengan sabun dan air, sehingga lebih tepat 

sasaran. Lumpur tinja adalah campuran padatan dan fluida yang 

diambil dari sub-sistem pengolahan setempat (tangki septik). 

Instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) adalah instalasi tempat 

mengolah lumpur tinja rumah tangga agar aman untuk dibuang ke 

perairan. 

Lampung Timur 

Lampung Timur adalah sebuah kabupaten di Provinsi 

Lampung, Indonesia. Kabupaten ini terletak di sebelah tenggara 

Pulau Sumatera. Ibu kotanya adalah Kota Sukadana. Secara 

geografis, Lampung Timur memiliki beragam keindahan alam, 

mulai dari pantai-pantai yang memikat, hingga pegunungan yang 

hijau. Salah satu destinasi populer di Lampung Timur adalah 

Taman Nasional Way Kambas, yang terkenal dengan populasi 

gajah sumatranya serta menjadi tempat konservasi dan penelitian 

satwa liar. 

Masyarakat Lampung Timur mayoritas berprofesi sebagai 

petani, dengan komoditas utama seperti kelapa sawit, karet, dan 

hasil pertanian lainnya. Selain itu, kerajinan tangan tradisional juga 

cukup berkembang di daerah ini.Dalam aspek budaya, Lampung 

Timur memiliki kekayaan budaya Lampung yang khas, seperti 

tarian dan musik tradisional. Festival Budaya Lampung sering 

diadakan di berbagai kota dan kabupaten di Lampung, termasuk 

Lampung Timur, untuk mempromosikan dan mempertahankan 

warisan budaya yang kaya.16 

                                                             
16 Lampungtimur.gov.id 
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Dengan perpaduan antara keindahan alam, kearifan lokal, dan 

kegiatan budaya yang beragam, Lampung Timur menawarkan 

pengalaman yang menarik bagi para pengunjung dan juga 

merupakan tempat tinggal yang nyaman bagi penduduknya. 

 

Kabupaten Lampung Timur terletak di Provinsi Lampung, Pulau 

Sumatera, Indonesia. Secara geografis, Lampung Timur berada di 

bagian tenggara Pulau Sumatera. Berikut adalah beberapa 

koordinat geografis Lampung Timur: - Garis lintang: 5°00' - 6°00' 

LS- Garis bujur: 104°25' - 105°00' BT 

 

Kabupaten Lampung Timur berbatasan dengan beberapa kabupaten 

dan kota lainnya di Provinsi Lampung, yaitu: 

 

• Sebelah Utara: Kabupaten Lampung Tengah dan 

Kabupaten Tulang Bawang 

• Sebelah Barat: Kabupaten Lampung Tengah dan 

Kabupaten Way Kanan 

• Sebelah Selatan: Kabupaten Lampung Selatan 

• Sebelah Timur: Selat Sunda dan Provinsi Bengkulu 

 

Ibu kota Kabupaten Lampung Timur adalah Kota 

Sukadana. Kabupaten ini memiliki luas wilayah sekitar 2.710,83 

km². Dengan letaknya yang strategis di bagian selatan Pulau 

Sumatera, Lampung Timur memiliki potensi sumber daya alam 

yang cukup beragam dan menjadi daerah yang penting dalam 

konteks ekonomi dan pembangunan di Provinsi Lampung.17 

 

                                                             
17 Lampungtimur.gov.id 
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Peta Kabupaten Lampung Timur 

Sumber : 

https://earth.google.com/web/search/Lampung+Timur,+Lampung 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di 

Lampung Timur dapat disimpulkan 

1. Hasil penelitian dari 400 responden aasesmen pada 

presentase rumah tangga yang mempunyai akses terhadap 

hunian layak terjangkau ditemukan 71% hunian yang 

sudah mencukupi kelayakan yang sesuai dengan tujuan ke 

11 dari SDGs  

2. Berdasarkan hasil penelitian transportasi publik yang 

dilakukan di Lampung Timur masih banyak yang belum 

mendapatkan akses nyaman transportasi publik, terdapat 

95% dari 400 orang yang tidak mendapatkan akses 

transportasi publik. Kemudian hanya 5% yang 

mendapatkan akses nyaman transportasi publik. Artinya 

masih banyak responden yang belum mendapatkan akes 

nyaman transportasi publik, sangat jarang pemukiman 

warga yang dekat dengan halte, terminal dan statiun, rata-

rata jarak pemukiman warga ke halte 0,5 km sebagaimana 

yang disebutkan di pedoman tujuan ke 11 SDGDs.  

Dilihat dari hasil penelitian yang sudah dilakukan hampir 

separuh masyarakat di Lampung Timur rumah yang ditempati 

sudah memenuhi kriteria hunian layak terjangkau. Rumah atau 

tempat tinggal adalah bagian dari kebutuhan manusia dari 

kebutuhan ketiga atau tersier (pangan, sandang, papan). Pada 

pemenuhannya, rumah mesti memiliki kesesuaian dalam 

berbagai aspek dalam pembangunannya termasuk keamanan 

dan kenyamanan.  
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B. Rekomendasi 

1. Perlu adanya sosialisasi mengenai pentingnya hunian layak 

terjangkau dan transportasi publik meningkatkan tercapainya 

SDGs indikator sanitasi layak pada kabupaten Lampung 

Timur. 

2. Ada baiknya jika dilakukan penelitian selanjutnya untuk 

mengetahu lebih jauh mengenai capaian SDGs bidang 

hunian layak terjangkau dan transportasi publik yang lebih 

jauh dengan jumlah responden lebih banyak agar data yang 

diperoleh semakin akurat. 
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